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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : P.27/Menhut-II/2009 TENTANG 
PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 

LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.60/Menhut-II/2006 telah ditetapkan ketentuan mengenai 
Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup 
Departemen Kehutanan; 

b. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 telah diatur ketentuan mengenai Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;  

c. bahwa ketentuan sebagaimana butir a, belum 
mengakomodir ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu 
pengaturan kembali mengenai Pedoman Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Lingkup Departemen Kehutanan, 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4412);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);  
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4418);  

11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 yang telah 
disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M 
Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu; 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 
yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P. 46/Menhut-II/2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan No.64/Menhut-II/2008. 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007  
tentang Bagan Akun Standar;  

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 
LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu  
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 
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entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 
keuangan.  

2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

3. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data 
berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data 
transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya yang disampaikan baik 
secara langsung maupun melalui E-mail.  

4. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di 
lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan 
keuangannya diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait.  

5. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  

6. Data transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, 
perubahan, dan penghapusan BMN, yang dikirimkan melalui media ADK 
setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada 
petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.  

7. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI adalah 
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan 
posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.  

8. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, yang 
selanjutnya disingkat SA-BAPP, adalah serangkaian prosedur manual 
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 
keuangan atas transaksi keuangan pusat pada Kementerian 
Negara/Lembaga, pihak lain, dan Departemen Keuangan selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan. 

9. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang 
selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang 
merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah 
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dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan 
neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

10. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 

11. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran Kementerian Negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.  

12. Satuan Kerja adalah kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang 
merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian 
Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program.  

13. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit 
organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang 
melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri 
dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.  

14. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat 
UAKPA, adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan 
tingkat satuan kerja.  

15. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya 
disingkat UAPPA-W, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan 
laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam 
wilayah kerjanya dalam Eselon I yang sama.  

16. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya 
disingkat UAPPA-E1, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan 
laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di 
wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.  

17. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya singkat UAPA, 
adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna 
Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan 
maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.  

18. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada 
Gubernur sebagai wakil pemerintah.  

19. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup 


